
BUPATI PRINGSEWU 
PR0\-1NSI LAMPUNG 

PER4.TURAN BUPATI PRINGSJZWU 

NOM0R 1? TAHUN 2018 

TENTANO 

PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIA.i.'i PEGAWAJ NEGERI SIPIL 

BERB}\SIS INFORMASI TEKNOLOOI DI LINGKUNCAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PRTNGSJi:.ViU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSE\llU,. 

· a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 
a.yat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang MHi:w.jen1en Pegawai Negeri Sipil yang 

menyataka.n Pejaoat Pembina Kepegaws.ian wajib 

memutakhirkan c.ata dan informasi dalam sistem 
informasi manajemen karier instansi; 

b. bahwa data kepegawaian yang akurat dan selaJu 
diperbaharui cliperlukan sebagai 1nfonnasi dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan.; 

c. bahwa aturan kepegawaian sangat dinamis, 
~lti.ngga pengcmbangan bcrkcsina.mb ungnn 
pengelolaan d.at~ kepegawaian berbasis Infonnasi 

Teknologi yang terintegrasi dengan instansi terkait 
diperlukan; 

d,, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud da1am hurul' a sampai dengan huru.f c~ 
:perlu mtmetapkan Peraturan Bupati tcnteng 
Pengelolaan Data Kepegaw~ism ~gawai Negeri Sipil 
Berbasis lnforma.si Teknologi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pringse\VU; 

l. U11dang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara .t<epublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58~ 
Tambahan Lcmbaron Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843} sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lemuc.iliilI Negaia Republik Indonesia. 
Nomor 5952}; 



,,, ... 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun :,:!UU8 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pl'ing-sewu di Prminai 
Lampung (Lembal'all Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan I.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Trunbllhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar.ibahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undan~-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
:-lomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 l Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawat Negeri Sipil [Lembaran 
Negara Republik Indortcsia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tamhiihen Lembaxan Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037i; 

7. lnstruksi Presiden Nornor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e­
gor,emment; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tul1u11 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 20341; 

9. Peraturan Kepala Bada11 Kepegawaian Negara Nomor 
11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan 
Dutubw;c: Pega,vai Negeri Sipil; 

10. Kepulu:san Meoteli Pendidikan Nasional Nomor 
107 /U/2001 tentang PP.nyelenggaraan Program 
Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; 

11. Peraturan Daerah Ka.bupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu; 

12. 1-'eraturan Bupati Pringse1,1,u Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kcduduknn, Sueunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi dan Tata Badan-Badan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2016 :-lomor 44); 



Menetapkan 

.. -

MEMUTUSKAN: 

PENGELOLAAN L>ATA KgPEGAWAIAN PEGAWAI 
NEGERI SIPII, BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI 
LlNGKUNGAN PEMJ;RINTI\H KARUPATEN PRINGSEWU. 

RAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 
2. Pemerint.ah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Pengelolaan Data Kepegawttii:u1 atll:l.!ah kegiatan 
merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan 
menjaga data kepegawaian. 

4. Pendataan Pegawai Negeri Sipil secara elektronik 
adalah proses pendataan PNS melalui Sistem 
Informasi Kepegawaian (SIK) yang meliputi tahap 
pemul.akhiran data. serta validasi dan verifikasi data 
Pegawai Negeri Sipil tli Lingkungan Pemeri.'1.tah 
Kabupaten Pringsewu. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
yang selanjutnya disebut PNS. 

6. !-'egawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil 
dilingl<ungan Pemerint.ah Kabupaten Pringsewu yang 
se.laitjutnya disebut PNS. 

7. Organisai Perangkat Daerah i-dalab Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang 
selanjutnya disingkat OPD Kabupaten Pringsewu. 

8. Sistem Infonnasi Kepegawaian yang selanjutnya 
disingkat SIK adalah Sh,~m Infonnasi Kepegawamn 
yang terintegrasi dan terhubung sec-.am nnline 
dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. 

9. Data Elektronik adalah data kepegawaian yang 
tersimpan dalam media elektronik. 

10. Data PNS adalah seluruh infonnasi PNS yang paling 
kurang memuat data ::.iwayat hidup, riwayat 
pendidikan formal dan non formal, riwo.yo.t jo.bat:ln 
dan kepangkatan, riwl'lyat. pl'!llghargaan, tanda jasa, 
atau tanda kehonnatan, riwayat pengalaman 
berorganisasi, riwayat gaji berkala, riwayat 
pendidikan dan pelatlhan, riwayat hukuman 
disiplin, surnt keputusan dan kompetensi. 



11. Peremajaan Data adalah pemutakhiran data PNS 
terldni melalui media elektrunik. yang dilakukan oleh 
Kepala Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian m~sing­
masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan 
kewenangan masing-masing dan selanjumya 
disimpan dalam database. 

12. Hak Akses adaJah hak yang diberikan di dalam 
penggunaan SIK. 

13. Login adalah prol!les untuk dapat masuk kc dalam 
SIK dengs.n memasukkan w~emame dan kata sandi. 

14. User adalah seseorang yang bf'!rtugas aehagai 
administrator di setiap Organisasi Perangkat Daerah 
yang bertugas melakukan perbaikan data, validasi, 
verifikasi data kepegawaian dan wewenangnya yang 
ditetapkan olch Administm.si Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan $umber Daya Manusia 
Kabupaten Pringsewu. 

15. Kata sandi adalah rangkaian karakter berupa kunci 
yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap orang 
lain agar tidak di~1gunakan. 

16. Perbaikan Data atlahlh pe.-ubahan data PNS 
sesungguhnya sesuai dengan dokumen kepegawaian 
yang berlaku. 

17. Va,lidasi data adalah kegiatan pemeriksaan 
pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian 
data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem 
berdasarkan per-aturan kcpcgawaian yang berlal<u. 

18. Veriflkasi data adalah kegiatan pcmbuktian 
keberuu-an at.::111 pP.TnP.rikMan kembali berdasarkan 
data atau bukti lain yang berkaitan. 

19. Rekonsiliasi Data adalah kegiatan membandingl<an 
dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang 
telah disahkan/dial<ui sumbernya dengan dala 
kepegawaian PNS. 

20. Transaksi. Elektronik a.dalah mekanisme pertukaran 
data infonnasi kepegawaian dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi data. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pa&a.12 

(1 J Maksud pengelolaan data kepegawaian Pegawai 
Negeri Sipil berbasis informasi reknologi adalah 
sebagai p«loman bagi Pcmcrintah Kabupaten 
Pringsf!>wn riAIBm penyelenggaraan pembangunan 
dan pengembangan data kepegawaian berbasis 
teknologi informasi. 



(2} Tujuan pengelolaan data kepegawaian Pegawa.i 
Negeri Sipll berbasis inforro<U:1i l.,knologi untuk 
mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan 
informasi kepegawaian secara optimal yang mampu 
mendukung pelaksanaan manajemen kepega.waian 
secara optimal. 

(3} Sasaran disusunnya Peraturan 
terbangunnya data realtime yang 
Lingkungan Pcmcrintah Kabupaten 
d,mgsin inAtansi pusa.t yang terkait 

BAB III 
RUANG UNGKUP 

Pasal3 

Ruang 1.ingkup .1-'eraturan ini meliputi: 

1n1 adalah 
terintegrasl di 
Pringsewu dan 

a. pembangunan database pengembangan sistem; 
b. prosedur permintaan user organisasi pcrang)ro.t; 
c. prosedur peremajaan data.: 
d. prosedur verifikasi dat.a.; 
e. penyajian data dan informasi; dan 
f. publi.kasi kepegawaian. 

BAB IV 
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASl 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 4 

(1) Permintaan user Organisasi Perangkat Daerah: 

a. setiap organisasi perangkat daerah harus 
registrasi terlebih dahulu sebagai u.serdengan 
care. mengirimkan surat perm in taan user yang 
ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Pringsewu dengan melampirkan 
nama dan NIP Kepala Sub Bagian U1num dan 
Kepegawai.an pada Organisasi 'Perangk,:it 
Daerah masing-masinit selaku penanggung 
jawab kebenaran data pada Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIK); 

b. pennintaan jumlah user dibatasi sesuai 
dengan urganisa~i perangkat daerah tersebut; 

c. usemame dan kala S1;tntli aluu1 tliuerikan oleh 
nclmin Bad.an Kepegawaian dan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Prin_gsewu sesuai dengan 
surat permintaan user organisasi perangkat 
daerah tersebut. 

. ... , :• 



(2) Peremajaan Data: 

R. operator OPD harus logi11 terlebih dahu1u 
sesuai dengan usemame dan kata sandi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 
untuk dapat roa&Uk pada Si:stcm Informasi 
Kepegawaian (SJK). 

b. peremajaan data kepegawaian harus 
clilakukan mulai dari pengangkaten CaJon 
Pegawai Negeri Sipil sampai dengan kondisi 
data terkini yang berhubungan dengan 
Jrepegawaian yang meliputi data. utama, 
riwayal pendidikan formal dan non formal, 
riwayat jabatan rhln kepangkatan, riwayat 
pellWlargaan, tanda jasa atau tanda 
kehormatan, riwayat pengalaman 
berorganisaei, riwayat gaji berka1a, riwa.yat 
pendidikan dan pelotihan dan riwayat 
hn kt1ma11 disiplin. 

c. peremajaan deta PNS dapat dilakukan oleh 
selunJh pegawai pa.da masing-masing 
organisasi perangkat daerah dengan 
sepengetahuan Kepa1a Sub Bagian Umum dan 
kepegawaian selaku pem,mgguug jawab 
informasi kepegawaian OPD tersebut. 

d. apabtla ingin memun!Jal1kan master unit 
kerjo., jo.batan dan lamnya dapat langsung 
menghubungi admin Badan Kepegawaian dan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu. 

~- masing--masing Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian Organisasi Perangkat 
Daerah t.erkait akan bertanggung ja.wab atas 
keakw-cllan dan kebcnaran data pegawai pada 
unit kerjanya. 

f. basil pen~m.ajaan data di organisa.si pcrangkat 
daerah dapat dituanglcan dalBm bentuk 
laporan. 

(3) Perbaikan Data: 

a. operator/Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian OPD mempunyai kewenangan 
untuk memperbaiki seluruh data PNS apabila 
terdapat perbedaan data antara dokumen tata 
naskah dan data elektruu.ik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



b. khusus penyelesaian apabilil. Lc:1-dapat data. 
yang tidak akurat atau tidak lengkap, operator 
melakukan pemutakhiran data sesuai dengan 
keadaan sebenarnya. 

c. dalam pemutakhiran data sebagaimana 
dimaksud pada angka 2, PNS harus 
melampirkan dokumen pendukung dan 
menyampaikan kep.tdH. user uerifikator yaitu 
Kepala Sub Bagian Umum cl.an Kepegawl'liSm 
padajenjang terendah. 

(4) Penyajian data don informal!i: 

a. setiap Organiea.si 1-'erangkat Daerah we.jib 
menyajikan infonnasi kepego.~·afon secara 
yu'!riooik per-1 (sa.tu) bulan sekali yang 
ditujukan kepada Kepala BKPSDM sebagai 
informasi kepegawaian di tingkungannya. 

b. penyebarluasan data kepegawaian Kabupaten 
Pringsewu dilaksanakan setiap 4 (empat) 
bulan sekali dalam bentuk tabel-tabel statistik 
oleh BKPSDM yang dipublikasikan melalui 
~itus BKPSDM (bkpsdm.pringsewukab.go.id) 
dan/atau dicetak d.alam bentuk buku. 

c:. tabel-tabel sta.tistik sebagamiana tersebut 
dalaJn angka 1 meliputi: 

1. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan golongan/ ruang; 

2. data PNS dan CPNS Kabup;:1t1m Pringsewu 
berdasarkan pendi.dikan; 

3. cl.a.ta PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan agama; 

-1. cla.tn PNS dan CPNS Kabupaten PringseW1.1 
berdasarkan jenis kelamin; 

S. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringcewu 
berdasarkan eselon; 

6. data PNS dan CPNS Kabupo.ten Pringeev,-u 
berdasarkAn jabatan fungsional tertentu. 

d. tabel-tabel stati.st.ik yang dipublika.sikan 
melalui websitP. RKP,:;MI) mP-liputi: 

1. data PNS dan Cf'NS Kabupatcn Pringsewu 
betdasarkan golongan/nlang; 

2. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan pendidikan; 



3. data PNS clan CPNS Kabuparen Pringsewu 
berdasarkan agama 

4. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan jenis kelamin; 

5. data PNS _dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan eselon. 

e. tabel-tabel statistik 
me1alui Buku Saku 
meliputi: 

yang dipublikasikan 
PNS dalam angka 

I . data PNS yang alih Lu~::,; keluar dan 
masuk Kabupaten Pringsewu serta data 
PNS yang a1ih tugas antar OPD di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu; 

2. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan golongan /ruang; 

3. data PNS clan CPNS Kabupaten Pringsewu 
bertlasarkan pendidikan ; 

4. data PNS dan CPNS Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan agama; 

5. data PNS clan CP~S Kabupaten Pringsewu 
bertlasarkan jenis kelaITJn; 

6. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas 
Ka bu paten Prlngsewu benla:sarkan 
golongnn ruang; 

7. rekapitulasi PNS JPTP, JalJalaJ1 
Administrator dan Jaba.tan Pengawas 
Kabupaten Pringsewu berdasarkan eselon; 

8. rekapitula$i PNS JPTP, Ja.ba.t:ln 
Administrat.or dan Jabatan Pengawas 
Kabupaten Pringsewu berdasarkan agama; 

9. rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan 

10. 

11. 

Administrator dan Jabaam Pengawits 
Kabupnten Pringsewu berdasarkan jenis 
kelamin; 

rekapitulasi PNS JPTP, Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas 
Kabupaten Pringsewu berdasarkan 
pendidikan; 

rekapi.tulasi PNS dan CPNS fungsional 
pendidik Kabupaten Pringsewu 
bet'dasarkan golongan ruang; 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
penctidik Kabupaten 
berdasarkan agama; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
pendidik Kabupo.ten 
herdasarkanjenis kelamin; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
pendidik Kl'lhupaten 
berdasarkan pendidikan; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
kesehatan Kabupaten 
berdasarkan golongan ruang; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
kesehatan Kabupaten 
berdasarkan agama; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
kesehatan Kabupaten 
berdasackan jenis kelamin; 

rekapitulasi PNS dan Ct'NS 
kesehatan Kabupaten 
berdasarkan pendidikttl'l; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
penyuluh Kabupaten 
berdasarkan golongan ruang 

reka.pituJasi PNS dan CPNS 
penyuluh Kabupaten 
berda.sarkan agama.; 

rekapitulasi PNS dan CPNS 
penyuluh Kabupaten 
berdasarkan jenis kelamin; 

rekapitulasi PNS clan CPNS 
penyuluh Kabupaten 
berdasarkan pendidikan; 

BABV 
PERMINTAAN DATA 

1-'asal 5 

fungsional 
Priogsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fung$ional 
Pringsewu 

fungsional 
Pringsewu 

fungsi.onal 
Pringse\11-U 

fungsional 
Pringsewu 

Permintaan data ke~gawAiBn untuk kepentingan 
tertentu hanya d.apat dikeluarkan o\eh BKPSDM apabila 
ada permintaan secara tertulis dari Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah atau lembaga lain. 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraruran Bupati ini muhii berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengemhuinya memerintahkan 
pengundangan Peratura.n Bupati Jill dcngan 
penein_p8.tannya dalarn Betita TlAP-rnh Kabupaten 
Pringsewu. 

Diundangkan di .Prtngsewu 
pada tangge.l 5 .:1,-:,ril 201B 

Ditetapkan di .PringSeWU 
pe.da. tonggQl 4 l:.orl. l 20 1S 

BUPATT PRINGSEWU, 

Dto 

SUJADI 

SEK.RETARIS DAERAH KABUPA'TEN PRINOSEWU, 

Dto 

A. BlJD[MAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSE'WU TAHUN 2018 NOMOR 1? 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupateu Priugsewu : http:/ /jdih.priugsewukab.go.id/ 
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